
BAB I
PENGANTAR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

1.1 Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. menjelaskan pengertian dan konsep dasar pendidikan antikorupsi;
2. menjelaskan latar belakang dan urgensi pendidikan antikorupsi;
3. memahami tujuan dan ruang lingkup pendidikan antikorupsi;
4. menjelaskan hubungan pendidikan antikorupsi dengan pendidikan karakter;
5. memahami kedudukan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi;
6. mengidentifikasi peran mahasiswa dalam membangun budaya antikorupsi;
7. menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari; dan
8. memahami pentingnya integritas sebagai landasan kehidupan akademik, sosial, profesional, dan bermasyarakat.

1.2 Capaian Pembelajaran
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu memahami pendidikan antikorupsi sebagai proses pendidikan yang tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai korupsi, tetapi juga membentuk kesadaran, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung integritas.
Mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan konsep antikorupsi dengan situasi yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan keluarga, kampus, organisasi mahasiswa, masyarakat, dan kelak di dunia kerja.
Dengan demikian, keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya diukur dari kemampuan mahasiswa menjawab pertanyaan tentang definisi korupsi, tetapi juga dari kemampuan mereka mengenali perilaku koruptif, mengambil keputusan secara etis, menolak tindakan yang tidak berintegritas, dan berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

1.3 Kata Kunci
Pendidikan Antikorupsi, Korupsi, Integritas, Nilai Antikorupsi, Pendidikan Karakter, Mahasiswa, Budaya Antikorupsi, Pencegahan Korupsi.

1.4 Pendahuluan 
Korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan moral, etika, tata kelola, budaya, dan kualitas kehidupan masyarakat. Korupsi dapat terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kepercayaan, kewenangan, kedudukan, atau sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
Dalam konteks kehidupan bernegara, korupsi dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, merusak kualitas pelayanan, dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya melalui penegakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Pencegahan dan pembentukan karakter juga merupakan bagian penting dari upaya jangka panjang membangun masyarakat yang berintegritas.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjadi salah satu dasar penting dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. UU tersebut menempatkan pemberantasan korupsi dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, pendekatan hukum saja tidak cukup. Seseorang mungkin memahami bahwa korupsi dilarang oleh hukum, tetapi pengetahuan hukum tidak otomatis menghasilkan perilaku berintegritas. Karena itu, diperlukan pendidikan yang mampu membangun kesadaran dan kebiasaan untuk melakukan tindakan yang benar bahkan ketika tidak ada pengawasan. Pada titik inilah Pendidikan Antikorupsi memiliki peranan penting.
Pendidikan Antikorupsi bukan semata-mata pembelajaran mengenai pasal-pasal tindak pidana korupsi. Pendidikan Antikorupsi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membangun pengetahuan, kesadaran, nilai, sikap, dan perilaku yang mendukung integritas serta mencegah berkembangnya perilaku koruptif.
KPK menempatkan pendidikan sebagai salah satu fondasi dalam membangun budaya antikorupsi. Program pendidikan antikorupsi KPK saat ini mencakup integrasi nilai-nilai anti korupsi dan kompetensi pendidikan anti korupsi ke dalam pembelajaran serta budaya satuan pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi perlu dipahami sebagai investasi jangka panjang. Pengetahuan mengenai korupsi dapat diberikan dalam satu atau beberapa pertemuan, tetapi pembentukan karakter berintegritas membutuhkan proses yang terus-menerus.

1.5 Pengertian Pendidikan Antikorupsi
Secara sederhana, Pendidikan Antikorupsi dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai korupsi sekaligus membangun sikap dan perilaku yang menolak korupsi serta perilaku koruptif. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa dimensi yang saling berkaitan dalam Pendidikan Antikorupsi.


Pertama, dimensi pengetahuan
Mahasiswa perlu memahami:
· apa yang dimaksud dengan korupsi;
· bentuk-bentuk korupsi;
· faktor penyebab korupsi;
· dampak korupsi;
· peraturan perundang-undangan;
· lembaga yang berperan dalam pemberantasan korupsi; dan
· strategi pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Kedua, dimensi sikap
Pengetahuan harus disertai dengan sikap yang mendukung integritas, seperti:
· jujur;
· bertanggung jawab;
· disiplin;
· adil;
· berani;
· peduli;
· mandiri;
· sederhana; dan
· bekerja keras.
KPK menggunakan sembilan nilai tersebut sebagai nilai dasar pendidikan antikorupsi.
Ketiga, dimensi perilaku
Tujuan pendidikan antikorupsi pada akhirnya adalah mendorong mahasiswa menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan nyata.
Contohnya:
· tidak menyontek dalam ujian;
· tidak melakukan plagiarisme;
· tidak memalsukan data penelitian;
· tidak memanipulasi daftar kehadiran;
· mengelola uang organisasi secara transparan;
· mengembalikan barang yang bukan miliknya;
· tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi; dan
· berani menyampaikan keberatan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip integritas.
Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat diringkas dalam tiga pertanyaan:
Apa yang kita ketahui? Apa yang kita yakini? Apa yang kita lakukan?
Pendidikan antikorupsi yang baik harus menghubungkan ketiganya.

1.6 Latar Belakang dan Urgensi Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan Antikorupsi memiliki urgensi yang tinggi karena korupsi bukan hanya persoalan antara pelaku dan negara, melainkan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
1.6.1 Korupsi dan kerugian publik
Korupsi dapat mengakibatkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, atau program sosial dapat mengalami kebocoran atau digunakan secara tidak semestinya. Akibatnya, masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih buruk atau kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat pembangunan.
1.6.2 Korupsi dan kepercayaan masyarakat
Kepercayaan merupakan salah satu modal penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Ketika masyarakat melihat bahwa kewenangan dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepercayaan terhadap lembaga dan sistem dapat menurun.
Karena itu, pemberantasan korupsi juga berkaitan dengan upaya membangun kembali dan mempertahankan kepercayaan publik.
1.6.3 Korupsi dan ketidakadilan
Korupsi dapat menciptakan situasi ketika seseorang memperoleh keuntungan bukan karena hak atau prestasi yang semestinya, melainkan karena hubungan, uang, kekuasaan, atau akses tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Sebagai contoh, apabila seseorang memperoleh pelayanan lebih cepat karena memberikan uang tambahan secara tidak resmi, maka orang lain yang mengikuti prosedur secara benar dapat berada dalam posisi yang dirugikan.
1.6.4 Korupsi dan kualitas sumber daya manusia
Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan karakter manusia. Jika lingkungan pendidikan membiarkan kecurangan, manipulasi, plagiarisme, atau penyalahgunaan kewenangan, mahasiswa dapat memperoleh pesan bahwa keberhasilan dapat dicapai dengan cara apa pun. Sebaliknya, lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi integritas memberikan pengalaman nyata mengenai pentingnya kejujuran dan tanggung jawab. KPK sendiri menjelaskan Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas.

1.7 Tujuan Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan Antikorupsi memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai tindak pidana korupsi.
Secara umum, tujuan Pendidikan Antikorupsi meliputi:
1.7.1 Meningkatkan pengetahuan
Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai konsep, bentuk, penyebab, dampak, dan pemberantasan korupsi.
1.7.2 Membangun kesadaran
Mahasiswa memahami bahwa korupsi bukan hanya persoalan yang dilakukan oleh pejabat atau orang yang memiliki jabatan tinggi. Perilaku koruptif dapat muncul dalam berbagai bentuk dan lingkungan.
1.7.3 Membentuk sikap antikorupsi
Mahasiswa memiliki sikap yang menolak tindakan tidak jujur, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi, konflik kepentingan, dan berbagai bentuk perilaku koruptif.
1.7.4 Membentuk karakter berintegritas
Mahasiswa dibiasakan untuk bertindak konsisten antara nilai yang diyakini, perkataan, dan tindakan.


1.7.5 Mendorong partisipasi masyarakat
Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi individu yang tidak melakukan korupsi, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
KPK menekankan bahwa tujuan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi adalah pembentukan karakter antikorupsi, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada penyampaian materi di kelas.

1.8 Ruang Lingkup Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan Antikorupsi memiliki ruang lingkup yang luas. Dalam buku ini, pembahasannya meliputi beberapa aspek berikut.
1.8.1 Aspek konseptual
Meliputi pengertian korupsi, karakteristik korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan konsep dasar antikorupsi.
1.8.2 Aspek hukum
Membahas peraturan perundang-undangan, jenis tindak pidana korupsi, lembaga penegak hukum, dan mekanisme pemberantasan korupsi.
1.8.3 Aspek moral dan etika
Membahas nilai, moral, etika, integritas, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan dalam situasi dilematis.
1.8.4 Aspek sosial
Mengkaji hubungan korupsi dengan budaya masyarakat, lingkungan sosial, ketimpangan, dan kepercayaan publik.
1.8.5 Aspek kelembagaan
Membahas tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan pengendalian internal.
1.8.6 Aspek pendidikan
Mengkaji bagaimana nilai antikorupsi diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan budaya perguruan tinggi.
1.8.7 Aspek partisipasi masyarakat
Membahas peran mahasiswa, masyarakat sipil, media, dunia usaha, dan berbagai pihak dalam mencegah dan memberantas korupsi.

1.9 Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter
Pendidikan Antikorupsi memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan karakter.
Karakter tidak terbentuk hanya melalui pengetahuan. Karakter terbentuk melalui proses pembiasaan, keteladanan, pengalaman, pengambilan keputusan, dan lingkungan yang mendukung.
Seorang mahasiswa dapat mengetahui bahwa menyontek merupakan tindakan yang salah. Namun, pengetahuan tersebut belum tentu membuatnya menolak menyontek ketika menghadapi tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi.
Di sinilah pendidikan karakter memiliki peranan.
Pendidikan Antikorupsi perlu membantu mahasiswa membangun kemampuan untuk:
1. mengetahui tindakan yang benar;
2. memahami alasan mengapa tindakan tersebut benar;
3. memiliki keberanian untuk melakukan tindakan yang benar; dan
4. membiasakan diri melakukan tindakan tersebut.
Dengan kata lain:
Mengetahui nilai antikorupsi belum tentu berarti memiliki karakter antikorupsi.
Karakter antikorupsi terbentuk ketika nilai tersebut menjadi bagian dari kebiasaan dan perilaku. Oleh karena itu, pembelajaran Pendidikan Antikorupsi sebaiknya tidak hanya menggunakan metode ceramah. Diskusi, studi kasus, simulasi, refleksi, proyek sosial, observasi, dan problem-based learning dapat digunakan untuk membantu mahasiswa menghubungkan materi dengan situasi nyata. KPK juga menyediakan berbagai bahan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi untuk mahasiswa, termasuk modul dan panduan yang menekankan pengetahuan serta internalisasi nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

1.10 Kedudukan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi merupakan lingkungan strategis dalam membangun budaya integritas.
Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk memperoleh gelar akademik, tetapi juga untuk memasuki dunia profesional dan mengambil peran dalam masyarakat.
Lulusan perguruan tinggi pada masa mendatang dapat bekerja sebagai:
· aparatur pemerintah;
· profesional;
· pengusaha;
· peneliti;
· akademisi;
· anggota organisasi;
· praktisi;
· pemimpin masyarakat; atau
· profesi lainnya.
Karena itu, kompetensi akademik perlu berjalan bersama dengan integritas.
Secara khusus, penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi memiliki dasar regulasi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut ditetapkan pada 3 September 2019 dan berlaku sejak 9 September 2019. Statusnya tercatat berlaku dalam basis data peraturan BPK.
Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi bukan semata-mata kegiatan tambahan yang bersifat informal, tetapi memiliki tempat dalam kebijakan pendidikan tinggi.
KPK juga menyediakan panduan khusus bagi dosen dan bahan ajar Pendidikan Antikorupsi untuk perguruan tinggi sebagai bagian dari pengembangan pembelajaran antikorupsi.

1.11 Peran Mahasiswa dalam Pendidikan Antikorupsi
Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam gerakan antikorupsi karena mahasiswa merupakan bagian dari kelompok terdidik dan calon profesional di berbagai bidang.
Peran mahasiswa dapat dilihat dalam beberapa bentuk.
1.11.1 Sebagai individu berintegritas
Peran paling mendasar adalah membangun integritas diri sendiri.
Mahasiswa dapat memulainya melalui:
· kejujuran dalam ujian;
· kejujuran dalam penelitian;
· tidak melakukan plagiarisme;
· disiplin dalam memenuhi kewajiban;
· bertanggung jawab terhadap tugas;
· menggunakan sumber secara benar;

· tidak memalsukan data; dan
· tidak menyalahgunakan kepercayaan.
1.11.2 Sebagai anggota organisasi
Mahasiswa yang aktif dalam organisasi memiliki tanggung jawab tambahan dalam pengelolaan kegiatan dan sumber daya.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan melalui:
· pencatatan keuangan;
· bukti transaksi;
· laporan pertanggungjawaban;
· pembagian tugas yang jelas;
· pengambilan keputusan secara terbuka; dan
· penghindaran konflik kepentingan.
1.11.3 Sebagai kontrol sosial
Mahasiswa dapat berperan dalam mengawasi berbagai persoalan sosial secara kritis.
Namun, kontrol sosial harus dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar rumor atau tuduhan.
1.11.4 Sebagai agen perubahan
Mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan yang mendorong budaya integritas, misalnya:
· kampanye antikorupsi;
· seminar;
· diskusi publik;
· edukasi masyarakat;
· penelitian;
· konten edukatif di media sosial; dan
· kegiatan pengabdian masyarakat.
1.12 Pendidikan Antikorupsi dalam Kehidupan Sehari-hari
Salah satu kesalahpahaman mengenai korupsi adalah menganggap bahwa korupsi hanya berkaitan dengan uang negara dalam jumlah besar.
Padahal, pendidikan antikorupsi juga perlu membangun kepekaan terhadap perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran, penyalahgunaan kepercayaan, atau penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kehidupan mahasiswa, misalnya:
· Menyontek merupakan bentuk ketidakjujuran akademik.
· Plagiarisme merupakan pengambilan atau penggunaan karya orang lain tanpa pengakuan yang semestinya.
· Memalsukan data penelitian merupakan pelanggaran terhadap integritas akademik.
· Titip absen merupakan bentuk manipulasi kehadiran.
· Menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi merupakan penyalahgunaan amanah.
· Memanfaatkan jabatan organisasi untuk memberikan keuntungan kepada teman dekat tanpa dasar yang objektifdapat menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakadilan.
Contoh-contoh tersebut penting dibahas bukan untuk menyamakan seluruh perilaku tersebut secara hukum dengan tindak pidana korupsi, tetapi untuk menunjukkan bahwa budaya antikorupsi dibangun dari kebiasaan menghargai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan integritas.
1.13 Studi Kasus
Kasus: "Hanya Titip Absen"
Andi adalah mahasiswa semester pertama. Pada suatu hari, ia tidak dapat menghadiri perkuliahan karena memiliki kepentingan pribadi.
Sebelum kelas dimulai, Andi meminta temannya, Budi, untuk mengisi daftar kehadiran atas namanya.
Budi awalnya menolak karena mengetahui bahwa Andi tidak hadir. Namun, Andi mengatakan:
"Cuma satu kali. Semua orang juga pernah begitu."
Akhirnya Budi mengisi daftar kehadiran atas nama Andi.
Pertanyaan Analisis
1. Apa permasalahan integritas yang terdapat dalam kasus tersebut?
2. Nilai antikorupsi apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut?
3. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan karena hanya dilakukan satu kali?
4. Apa dampak jika tindakan tersebut menjadi kebiasaan?
5. Bagaimana seharusnya Budi merespons permintaan Andi?
6. Bagaimana kasus tersebut menunjukkan hubungan antara perilaku sehari-hari dengan budaya antikorupsi?
Aktivitas Mahasiswa
Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok.
Setiap kelompok diminta:
1. mengidentifikasi masalah etika;
2. mengidentifikasi nilai antikorupsi yang terkait;
3. menyusun minimal tiga pilihan tindakan;
4. menjelaskan konsekuensi setiap pilihan;
5. menentukan prinsip yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan; dan
6. mempresentasikan hasil analisis selama 5–7 menit.
1.14 Rangkuman
Pendidikan Antikorupsi merupakan proses pendidikan yang bertujuan membangun pengetahuan, kesadaran, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung integritas serta mencegah perilaku koruptif.
Pendidikan Antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter karena pengetahuan mengenai korupsi harus diikuti dengan pembentukan sikap dan kebiasaan.
Perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam pendidikan antikorupsi karena mahasiswa merupakan calon profesional, pemimpin, akademisi, pengusaha, aparatur, dan anggota masyarakat yang akan mengambil berbagai keputusan pada masa depan.
Pendidikan Antikorupsi juga tidak hanya membahas tindak pidana korupsi dalam pengertian hukum. Pendidikan ini mengajarkan pentingnya nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.
Budaya antikorupsi dibangun melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Dengan demikian, pendidikan antikorupsi dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan mahasiswa: diri sendiri, keluarga, kampus, organisasi, masyarakat, dan kemudian lingkungan profesional.




Tugas Analisis
Carilah satu contoh perilaku koruptif atau pelanggaran integritas yang terjadi di lingkungan pendidikan, organisasi, masyarakat, atau dunia kerja.
Analisis kasus tersebut dengan menggunakan format:
1. Identifikasi masalah;
2. Pihak-pihak yang terlibat;
3. Bentuk perilaku yang dilakukan;
4. Nilai antikorupsi yang berkaitan;
5. Faktor yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi;
6. Dampak terhadap pihak lain;
7. Alternatif penyelesaian;
8. Pembelajaran yang dapat diambil.
1.15 Refleksi
Setelah mempelajari bab ini, jawablah pertanyaan berikut secara jujur:
1. Apakah saya selama ini sudah menerapkan kejujuran dalam kehidupan akademik?
2. Apakah saya pernah membenarkan tindakan yang salah karena menganggap "semua orang juga melakukannya"?
3. Bagaimana saya akan bersikap apabila teman meminta saya membantu melakukan kecurangan?
4. Nilai antikorupsi apa yang paling perlu saya perkuat?
5. Apa satu perubahan perilaku yang dapat saya mulai setelah mempelajari bab ini?
Komitmen Pribadi
Tuliskan satu tindakan nyata yang akan Anda lakukan selama satu semester untuk meningkatkan integritas diri.
"Budaya antikorupsi tidak dimulai ketika seseorang memiliki jabatan. Budaya antikorupsi dimulai ketika seseorang belajar untuk jujur ketika tidak ada yang mengawasi."
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